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ABSTRAK :

CATATAN :

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur unit pengendalian
gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara maka perlu di lakukan perubahan struktur unit pengendalian
gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Tenggara;

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999; Undang-undang 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil; Undang-undang 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55
tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun;
Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 254 Tahun 2022.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara Diatur Struktur : Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
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